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MOTTO 
 
 ٰياَهُّ َياَٰٰنْيِذَّلاٰاوُنَم اٰاْو ُفْوَاْٰٰتَّلِحُاِدْوُقُعْلِابْٰٰمُكَلُٰٰةَمْيَِهبِٰٰماَع َْنْلْاَّٰٰلِْاٰاَمٰى ل ْ ت ُيْٰٰمُكْيَلَعَٰٰر ْ يَغٰىِّلِحُمِٰٰدْيَّصلاٰ
ْٰمُت َْناَوٰ ٰمُرُحَّٰٰنِاَٰٰه  ّللاُٰٰمُكْحَيٰاَمُٰٰدِْيُري  
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Hewan ternak 
dihalalkan bagimu, kecuali akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji atau umrah. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” 
(Q.s.Al-Ma’idah: 1) 
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 viii 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa S Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di 
atas) 
 ix 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Sad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad D De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
 
 x 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
  Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Żukira 
3 بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda  dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
    
 
 
 xi 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
     Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
     Atau ya 
      Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya       Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan wau       Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لوقي Yaqūlu 
4 يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan . 
 xii 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2 ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّنبر Rabbana 
2 لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 
 
 xiii 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لجّرلا Ar-rajulu 
2 للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لكأ Akala 
2 نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3 ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
 xiv 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 مح ام وملوسرلاإ د  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
2 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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ABSTRAK 
 
 “Tinjauan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn terhadap Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Unit Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean” 
 
 
Perkembangan Pegadaian yang semakin meningkat dari kurun waktu 
ke waktu dengan adanya Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
yang berada pada naungan Cabang Pegadaian Solo Baru, dimana 
Pegadaian Syariah Solo Baru ini merupakan Pegadaian yang membawahi 
Unit Pegadaian Syariah yang berada di seluruh kota Solo. Dengan 
perkembangan pegadaian syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemberian gadai syariah yang dilakukan Pegadaian Syariah dan sampai 
sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan 
gadai syariah tersebut apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai 
dengan aturan syariah atau masih ada unsur konvensional di dalamnya.  
Kemudian penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangaan 
dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data pada penelitian ini, terdiri 
dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan data kualitatif.  
Dalam penelitian ini mencangkup beberapa hal diantaranya dilihat 
dari akad yang digunakan, barang jaminan, sistem dan prosedur dari 
produk pemberian pinjaman yang ditawarkan, dan penjualan atau 
pelelangan dari barang marhun. Semua hal tersebut akan dihubungkan 
dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Yang sudah dilakukan oleh 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sudah sesuai dengan ketentuan 
yang telah dikeluarkan oleh DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 baik 
dalam hal akad, barang jaminan, sampai dengan prosedur pelelangan dari 
barang marhun. 
 
Kata Kunci : Tinjauan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Rahn, Pelaksanaan Gadai Syariah 
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ABSTRACT 
 
 
 "DSN Fatwa Review Number 25 / DSN-MUI / III / 2002 
concerning Rahn on the Implementation of Sharia Pawn in the 
Ngabean Branch Sharia Pawnshop Unit" 
 
 
The development of Pegadaian is increasing from time to time with 
the Ngabean Kartasura Sharia Pawnshop Unit located in the shade of the 
New Solo Pegadaian Branch, where the New Solo Sharia Pawnshop is a 
Pegadaian that oversees the Sharia Pawnshop Unit in the entire city of 
Solo.With the development of sharia pawnshops that are much in demand 
by the public. The purpose of this study is to find out how the 
implementation of the provision of sharia pawn done by Sharia 
Pawnshop and to what extent the rights and obligations of the parties in 
the implementation of the sharia pawning whether the implementation is 
in accordance with sharia rules or there are still conventional elements in 
it. 
Then the research used is field research with a qualitative approach. 
Sources of data in this study, consisting of primary and secondary data. 
Data collection techniques in this study are interviews, observation and 
documentation. While the data analysis technique uses qualitative data. 
 
In this study covers several things including seen from the contract 
that is used, collateral, systems and procedures of lending products 
offered, and sale or auction of marhun goods. All of this will be related to 
the provisions issued by DSN Number 25 / DSN-MUI / III / 2002 
concerning Rahn. What has been done by the Ngabean Kartasura Sharia 
Pawnshop is in accordance with the provisions issued by DSN Number 
25 / DSN-MUI / III / 2002 both in terms of contracts, collateral items, up 
to the auction procedure for marhun goods. 
 
Keywords: DSN Fatwa Review Number 25/DSN-MUI/III/2002 
Concerning Rahn, Sharia Pawn Implementation 
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ABSTRAK 
 
 “Tinjauan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn terhadap Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Unit Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean” 
 
 
Perkembangan Pegadaian yang semakin meningkat dari kurun waktu 
ke waktu dengan adanya Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
yang berada pada naungan Cabang Pegadaian Solo Baru, dimana 
Pegadaian Syariah Solo Baru ini merupakan Pegadaian yang membawahi 
Unit Pegadaian Syariah yang berada di seluruh kota Solo. Dengan 
perkembangan pegadaian syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemberian gadai syariah yang dilakukan Pegadaian Syariah dan sampai 
sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan 
gadai syariah tersebut apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai 
dengan aturan syariah atau masih ada unsur konvensional di dalamnya.  
Kemudian penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangaan 
dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data pada penelitian ini, terdiri 
dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan data kualitatif.  
Dalam penelitian ini mencangkup beberapa hal diantaranya dilihat 
dari akad yang digunakan, barang jaminan, sistem dan prosedur dari 
produk pemberian pinjaman yang ditawarkan, dan penjualan atau 
pelelangan dari barang marhun. Semua hal tersebut akan dihubungkan 
dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn. Yang sudah dilakukan oleh Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura sudah sesuai dengan ketentuan yang telah 
dikeluarkan oleh DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 baik dalam hal 
akad, barang jaminan, sampai dengan prosedur pelelangan dari barang 
marhun. 
 
Kata Kunci : Tinjauan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Rahn, Pelaksanaan Gadai Syariah 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 "DSN Fatwa Review Number 25 / DSN-MUI / III / 2002 
concerning Rahn on the Implementation of Sharia Pawn in the 
Ngabean Branch Sharia Pawnshop Unit" 
 
 
The development of Pegadaian is increasing from time to time with 
the Ngabean Kartasura Sharia Pawnshop Unit located in the shade of the 
New Solo Pegadaian Branch, where the New Solo Sharia Pawnshop is a 
Pegadaian that oversees the Sharia Pawnshop Unit in the entire city of 
Solo.With the development of sharia pawnshops that are much in demand 
by the public. The purpose of this study is to find out how the 
implementation of the provision of sharia pawn done by Sharia 
Pawnshop and to what extent the rights and obligations of the parties in 
the implementation of the sharia pawning whether the implementation is 
in accordance with sharia rules or there are still conventional elements in 
it. 
Then the research used is field research with a qualitative approach. 
Sources of data in this study, consisting of primary and secondary data. 
Data collection techniques in this study are interviews, observation and 
documentation. While the data analysis technique uses qualitative data. 
 
In this study covers several things including seen from the contract 
that is used, collateral, systems and procedures of lending products 
offered, and sale or auction of marhun goods. All of this will be related to 
the provisions issued by DSN Number 25 / DSN-MUI / III / 2002 
concerning Rahn. What has been done by the Ngabean Kartasura Sharia 
Pawnshop is in accordance with the provisions issued by DSN Number 
25 / DSN-MUI / III / 2002 both in terms of contracts, collateral items, up 
to the auction procedure for marhun goods. 
 
Keywords: DSN Fatwa Review Number 25/DSN-MUI/III/2002 
Concerning Rahn, Sharia Pawn Implementation 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah 
menyebabkan masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk 
keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi hal tersebut, 
masyarakat melakukan transaksi usaha, mulai usaha kecil, usaha menengah, 
hingga usaha besar yang tentunya membutuhkan dana. Ketika terjadi 
kekurangan dana, masyarakat dapat menyiasati hal tersebut dengan 
melakukan transaksi gadai. 
Manusia diberi kebebasan untuk berusaha dimuka bumi  untuk 
memakmurkan kehidupan didunia ini.  Manusia sebagai khalifah dibumi 
harus kreatif, inovatif, kerja keras, berjuang dan pantang menyerah. Berjuang 
bukan hanya untuk hidup saja tetapi berjuang agar bisa mengemban amanah 
dari Allah untuk kemaslahatan manusia.1 Manusia diberikan akal budi yang 
kuat sehingga manusia dapat berfikir secara rasional dan menciptakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.2 
                                                                
1  A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih ,(Jakarta; Kencana, 2006), hlm 129. 
2  Maskoeri Jasin, Ilmu Alamiah Dasar, (Jakarta; Raja Grafindo Persada), 1997, hlm 1. 
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Muamalah mengatur bagaimana aturan kehidupan manusia yang 
berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya agar tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam.3 Kehidupan sosial ekonomi, termasuk 
investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Islam tidak 
melarang umatnya menanggung risiko dalam menjalankan investasi. Setiap 
mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan 
menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak mengetahui hasil 
upaya yang dilakukan saat ini sebagaimana pada surat Luqman ayat 34 Allah 
berfirman: 
  هَدنِع َ َّللَّٱ َّنِإۥ  ٌسْفَن ىِرَْدت اَمَو  ِماَحَْرْلْٱ ىِف اَم  مَلْعَيَو َثْيَغْلٱ  ل ِ زَن يَو ِةَعاَّسلٱ  مْلِع
 ٌرِيبَخ ٌميِلَع َ َّللَّٱ َّنِإ   تو  َمت ٍضَْرأ ِ َىِأب ٌسَْفن ىِرَْدت اَمَو  اًدَغ  بِسَْكت َاذا َّم 
 
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
hari Kiamat dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang 
ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat 
mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal”.4  
 
Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan 
pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan 
kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin 
dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan 
                                                                
3  Muhammad Nafik, Benarkah Bunga Haram ,(Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hlm 13. 
4  Dapartemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung, Gema Risalah 
Press,1993), hlm 658. 
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modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi 
mekanisme saving.5 
Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya 
hanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua 
yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuaangan bukan bank. Lembaga 
keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan 
lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi, leasing, anjak piutang 
(factoring, modal Ventura, pegadaian, dan pensiun, pasar modal, reksa dana, 
kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen.  
Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan 
konvensional dan lembaga keuangan syari’ah. Lembaga keuangan (Financial 
Institutional) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa 
keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu 
berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, 
dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.6 
Gadai dalam Islam disebut Rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu 
barang sebagai tanggungan hutang, kata Rahn menurut bahasa berarti “tetap’, 
“berlangsung” dan “menahan”. sedangkan menurut istilah berarti menjadikan 
sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, 
                                                                
5 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogjakarta, UII Press; 
2004), hlm 51. 
6  Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta, Rajawali Press; 1998), hlm 2. 
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dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat 
diterima.7 
Pegadaian syariah dilakukan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, 
yaitu Al-Qur’an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi 
yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah 
Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn.8  
Di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sistem gadai terbagi 2 (dua), 
yaitu: sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Dimana dalam pelaksanaanya, 
masyarakat diberikan pilihan untuk mempergunakan salah satu sistem ini. 
Landasan hukum dari sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata adalah Pasal 1150- Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.  
Dalam pelaksanaannya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sistem 
gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum 
                                                                
7  Muhammad Sholikhul Hadi. Pengadaian Syariah, (Jakarta, Salemba Diniyah;2003).  
8  Iwan Setiawan, “Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah”, Al-Daulah Vol. 6, No.1,         
April 2016. 
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(Perum) Pengadaian. Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa: pinjaman 
dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn 
dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun 
a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 
segera melunasi hutangnya. 
b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun 
dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
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d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin.9 
Akad sangatlah penting apalagi dalam bermuamalah, akad bisa 
menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi yang terjadi. Setiap transaksi 
yang tidak sah atau lengkap akadnya dilarang dalam Islam. Ketidaksahan 
suatu transaksi bisa disebabkan rukun (terdiri atas pelaku, objek, dan 
ijab-kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi ta’alluq (dua akad yang 
saling berkaitan), atau terjadi two in one (dua akad sekaligus).  
Bagaimana jika dalam berinteraksi yang seharusnya sah menjadi tidak 
sah dan menimbulkan akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat 
kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad 
itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.10 Suatu akad 
dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau 
adalah larangan langsung dari syara’. Akad merupakan “payung hukum” di 
dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak bisa menggugat atau 
memilikinya.  
Pekembangan sistem gadai syariah tergolong cepat karena adanya 
keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
itu mengadung unsur riba yang dilarang di agama Islam. Pada dasarnya, 
sistem ekonomi Islam menawarkan peletakan kembali posisi dan peranan 
uang sesuai dengan harkatnya, melalui peletakan kembali kekuatan money 
                                                                
9  Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.   
10 Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Huum Ekonomi Syariah di Dunia Islam 
Kontemporer ,(Depok: Gramata Publishing, 201), hlm 115. 
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illusion pada the true value-nya mencegah eksploitasi uang untuk tujuan 
egoistis individu dan meletakkan uang dalam mencapai kesejahteraan 
bersama (well-being of humanity).  
Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga tertinggi yang mengayomi dan 
mengawasi operasional kesyariahan lembaga keuangan syariah di Indonesia 
sangat diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan produk atau fatwa 
syariah antara keuangan syariah satu dengan yang lainnya.11 
Pegadaian Syariah Cabang Ngabean merupakan salah satu Unit 
Pegadaian Syariah yang berada dibawah Cabang Pegadaian Syariah Surakarta. 
Pada Pegadaian Syariah Unit Ngabean ini merupakan salah satu unit yang 
mempunyai nasabah paling banyak dibanding unit-unit lain. Data tahunan 
2018 menyebutkan Pegadaian Syariah Ngabean mempunyai nasabah 2.553. 
Terutama dalam produk gadai emas merupakan produk paling diminati 
masyarakat dan mempunyai nasabah paling banyak dibanding dengan 
produk-produk lainya, data Pegadaian Syariah Unit Ngabean menyebutkan 
bahwa nasabah mencapai 2.074 pada tahun 2018, dengan banyaknya para 
nasabah dalam yang menggunakan produk-produk yang berada pada 
Pegadaian Syariah Cabang Ngabean maka kami ingin meneliti apakah sudah 
sesuai atau belum dengan tinjauan DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 
Berdasarkan hal yang ditemukan di atas mendorong penulis untuk 
mengetahui pelaksanaan pemberian gadai syariah yang diberikan Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian Syariah dan sampai sejauh mana hak-hak dan 
                                                                
11  Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan 
Institusionalisasi, (Yogjakarta;Gadjah Mada University Press, 2011), hlm 116. 
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kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah tersebut, maka 
penulis ini dicoba mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam 
suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN 
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Pelaksanaan 
Gadai Syariah (Studi di Unit Pegadaian Syariah Cabang Ngabean)” 
B. Rumusan Masalah  
1.  Bagaimana praktik gadai syariah di Unit Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean  
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn terhadap pelaksanaan gadai syariah pada Unit Pegadaian Syariah 
Cabang  Ngabean ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui  praktik gadai syariah di Unit Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean 
2. Untuk mengetahui  tinjauan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 
pelaksanaan gadai syariah pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan 
kontribusi kepada keilmuan ekonomi Islam khususnya pada 
pelaksanaan gadai syariah. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Ngabean Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean dalam menerapkan system di Pegadaian. 
b. Bagi Penulis 
Sebagain bahan kajian ilmiah dari teori terdahulu dan mengaplikasikannya 
secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang 
Pelaksanaan Gadai Syariah Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. 
c. Bagi Masyarakat 
Diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat untuk mengetahui 
pentingnya dalam melakukan pelaksanaan gadai syariah. 
E. Kerangka Teori  
1. Definisi Gadai 
Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat 
dinamai dengan al- habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lam, 
sedangkan al- habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak 
sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. 
Sedangkan menurut sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai 
nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang 
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yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian 
manfaat barangnya itu.12 
Adapun dalam pengertiannya yang lainnya Rahn adalah menahan sesuatu 
dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya menjadikan 
sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandanagan syariah sebagai 
kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara 
keseluruhan atau sebagian dari barang itu.13 
Dalam pengertian yang lain Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu 
pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, 
maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi 
amanah.14  
Pegadaian yang ada dalam syariah tidak berbeda dengan pengertian gadai 
yang ada dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgerlijk 
Wetbook adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berhutang atau oleh 
orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan 
pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya- biaya mana 
yang harus didahulukan. 
                                                                
12  Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep,(Yogjakarta;Gadjah Mada 
University Press, 2011), hlm 112. 
13  Bank Syariah, Konsep Produk dan Implementasi Operasional, (Jakarta;Djambatan, 2003), 
hlm 73. 
14  Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah,( Jakarta;Rajwali Press, 2011), hlm 108. 
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a. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai :15 
1) Ijab Qabul 
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, 
asalkan saja didalamnya terkandung adanya maksud perjanjian 
gadai diantara para pihak. 
2) Orang yang bertransaksi 
Syarat- syarat harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai 
yaitu rahin ( pemberi gadai ) dan murtahin ( penerima gadai) 
adalah : 
a) Telah dewasa 
b) Berakal 
c) Atas keinginan sendiri 
3) Adanya barang yang digadaikan ( marhun ) 
Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 
digadaikan adalah: 
a) Dapat diserahterimakan 
b) Bermanfaat 
c) Milik rahin 
d) Tidak bersatu dengan harta lain  
e) Jelas 
f) Dikuasai oleh rahin 
g) Harta yang tetap 
                                                                
15 Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep,(Yogjakarta;Gadjah Mada 
University Press, 2011), hlm 115.  
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4) Marhun bih 
Syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah : 
a) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan  
b) Utang harus lazim pada waktu akad 
c) Utang harus jelas 
2. Konsep Umum Menurut Fatwa DSN tentang ar-Rahn 
a. Hukum dan ketentuan umum 
Menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai ar-rahn menyebutkan bahwa 
hukum dan ketentuan umum adalah : 
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
 Marhun (barang gadai) sampai semua hutang atau kewajiban Rahin 
(yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2) Marhun (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin 
(yang menyerahkan barang). pada prinsipnya, marhun  tidak boleh 
di manfaatkan oleh Murtahin kecuali seijin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatnya itu sekedar mengganti 
biaya pemeliharaan dan perawatannya.  
3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,akan 
tetapi untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. 
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4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh di 
tentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
b. Prosedur pengajuan ar-Rahn 
Untuk prosedur pengajuan gadai ke pegadaian hal yang diperhatikan 
adalah nasabah harus hadir dalam pengajuan pinjaman ke pegadaian. 
Hal ini dimaksudkan agar dalam perjanjian nasabah dapat mengetahui 
keseluruhan tahap-tahap pinjaman yang saling disepakati dalam bukti 
yang tertulis, selain itu lebih baik lagi apabila dalam perjanjian akad 
tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi. Untuk syarat-syarat yang 
lain sudah ditentukan oleh pihak pegadaian seperti dokumen identitas 
diri dan lain-lain. 
c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
Sesuai dengan fatwa DSN N0.25/dsn-mui/iii/2002 yang menjelaskan 
bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin. 
Akan tetapi untuk besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
d. Penjualan Marhun  
Penjualan Marhun dilakukan karena beberapa alasan, yaitu: 
1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingati Rahin untuk 
segera melunasi kewajibannya atau hutangnya. 
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2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau 
kewajibannya walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman 
maka Marhun dijual atau dilelang sesuai dengan syariah. 
3) Hasil dari penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, 
biaya  pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan 
serta biaya  penjualan. 
4) Kelebihan dari hasil penjualan Marhun menjadi milik Rahin dan 
apabila masih ada kekurangan dari pinjaman Marhun tidak diambil 
oleh Rahin maka akan disalurkan ke BAZ. 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi dari Asita UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2009 dengan 
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad Murabahah dan Rahn 
Dalam Pembiyaan Mulia Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi 
Abadi Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Hasil penelitian membahas 
mengenai Pembiyaan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn. 
Melalui akad murabahah, Pegadaian Syariah menetapkan keutungan dan 
menarik uang muka sesuai dengan konsep murabahah berdasarkan 
kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Melalui akad rahn, objek beli 
dijadikan jaminan (marhun) apabila pembayaran dilakukan secara angsuran. 
Pembiyaan MULIA bukan merupakan jual beli dengan dua harga yang 
berlaku dalam satu transaksi yang menyebabkan Ketidakpastian, tetapi 
merupakan jual beli dengan dua akad yang jelas. Hal ini diperbolehkan atas 
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dasar dalil kuat (rajih).16 Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis 
fokus pada pelaksanaan gadai syariah dan permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanan gadai syariah. 
Skripsi dari Mukhlas, Universitas Sebelas Maret tahun 2010 yang 
berjudul “Implementasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang 
colomadu”. Hasil penelitiannya adalah menyatakan belum sesuai hal itu 
dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal 
yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam , diantaranya adalah 
mestinya akad ijarah adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya 
untuk konsumtif bisa menempuh akad qordul hasan (pinjaman tanpa 
bunga). 17  Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada 
pelaksanaan gadai syariah yang di tinjau dari Fatwa DSN Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.  
Skripsi Adi Muhammad, universitas Hasunuddin Makassar tahun 
2012 yang berjudul “ Analisis kaidah fiqh dan prinsip pembiayaan ar- rum 
ar-rahn untuk usaha mikro kecil pada perum pegadaian kantor cabang 
Makassar” hasil penelitiannya pratik Rahn pada produk ar-rum pegadaian 
syariah menyatakan telah sesuai dengan kaidah fiqh dan fatwa DSN-MUI 
                                                                
16 Asita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murabahah dan Rahn ) Dalam 
Pembiyaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah 
Blauran Surabaya”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya,Surabaya, 2009 
17 Mukhlas “Implementasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang colomadu”,Skripsi 
tidak diterbitkan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010 
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telah diaplikasikan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. 18  Perbedaan 
dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada pelaksanaan gadai syariah 
pada seluruh produk yang ada di pegadaian tersebut. 
Skripsi Hanisisva, Universitas Andalas Padang Tahun 2011 yang 
berjudul “Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Studi 
Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang’. hasil penelitiannya 
adalah bahwa pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung 
Gurun Padang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn kesesuaian tersebut terlihat, dimana 
Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang telah berusaha untuk 
melakukan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak 
mempersulit Rahin dalam memperoleh pinjaman gadai. Hal ini masih saja 
berlangsung sampai saat ini dan terbukti efesien dalam pelaksanannya.19 
Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diatas maka penulis 
mengembangkan pijakan analisis tersebut untuk menganalisis objek baru 
yaitu fokus kepada pelaksanaan gadai syariah pada Unit Pegadaian Syariah 
cabang Solo Baru yang dalam pelaksanaannya menggunakan system bagi 
hasil atau akad rahn.  
 
                                                                
18 Adi Muhammad “ Analisis kaidah fiqh dan prinsip pembiayaan ar- rum ( ar- rahn untuk 
usaha mikro kecil pada perum pegadaian kantor cabang Makassar)”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar,2012. 
19 Hanisisva “Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: 
Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas 
Andalas Padang, Padang, 2011. 
 17 
G. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.  
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 
yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam 
kehidupan yang nyata dan sebenarnya. Penelitian lapangan dapat juga 
dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dan sebagai 
metode mengumpulkan data kualitatif.20 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi Galery Pegadaian Syariah Ngabean, 
karena penelitian ini bersifat field research maka langsung meneliti 
ketempat yang dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini memakan waktu 
dari tanggal 11 Agustus 2019 hingga 10 Oktober 2019 
3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber : 
a. Data primer 
Data Primer merupakan sumber penelitian langsung pada subyek atau 
proses yang terjadi dilapangan sebagai sumber infomasi yang diteliti.21 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara 
                                                                
20 Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, ( Yogjakarta: Pustaka Pelajar cet V, 2004 ) 
21 Ibid 
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dengan informan dan juga observasi di Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean. 
b. Data sekunder 
Data Sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan 
melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber 
sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi wawancara, 
observasi dan dokumentasi yang sudah ada.22 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang digunakan 
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap 
mengajukan pertanyaan dan berhadap muka dengan orang yang 
dipandang biasa memberikan informasi kepada peneliti. 23  Teknik 
wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan komunikasi atau 
hubungan dengan responden, yaitu pihak Pegadaian Syariah Ibu Sulastri 
dan Bpk Dian Wijarnarto, Wawancara dilakukan dengan cara tertulis 
maupun lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara yaitu, 
melalui tatap muka. 
 
 
                                                                
22 Ibid, hlm 15 
23 Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakart: Pustaka pelajar cet V, 2004, hlm.14. 
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b. Pengamatan (Observasi) 
Pengamatan (observasi) adalah mengamati gejala yang diteliti. 
Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) 
diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap 
kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. 24 
Pengamatan dilakukan dengan memasuki Pegadaian Syariah, melihat 
prosedur jalannya Pegadaian Syariah, metode pengamatan ini digunakan 
untuk mengumpulkan data tentang profil Pegadaian Syariah, visi misi 
dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian ini. 
c. Dokumentasi  
Yaitu mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya 
dengan obyek penelitian. Dokumentasi dari asal katanya adalah 
dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, foto, brosur, dan 
sebagainya. 25  Dokumentasi foto yang dimasukkan yaitu foto para 
nasabah yang sedang bertransaksi di pegadaian syariah Ngabean dan foto 
produk-produk dari pegadaian syariah. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deduktif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data 
yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan. 
                                                                
24 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)hlm 72.  
25 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013, hlm. 74. 
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H. Sistematika Penulisan 
Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat 
sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab. 
Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab 
tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan adalah 
sebagai berikut: 
Bab satu adalah pendahuluan pada bab ini akan dibahas tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka teori, telaah pustaka,  metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab dua yaitu tinjauan pustaka yaitu tentang landasan teori bab ini 
memuat uraian teori gadai dalam hukum Islam meliputi pertama pengertian 
gadai, rukun, syarat, dasar hukum, dan fatwa DSN MUI tentang gadai, , dasar 
hukum, rukun dan syarat, macam-macam, berakhirnya akad, dan Fatwa DSN 
MUI. 
Bab tiga yaitu berisi pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean. Dalam bab ini berisi tentang gambaran sekilas tentang 
sejara berdirinya Pegadaian Syariah,visi dan misi, produk yang ditawarkan, 
struktur organisasi, tugas dan jabatan dan praktik pelaksanaan gadai syariah 
yang dilaksanakan Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. 
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Bab empat yaitu berisi tinjauan Fatwa DSN Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. 
Dalam bab ini berisi tentang praktik pelaksanaan gadai syariah dan tinjauan 
Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. 
Bab lima adalah penutup bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi 
dengan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI SYARIAH DAN KETENTUAN 
FATWA DSN NO 25/DSN-MUI/III/2002  
 
Landasan teori ini membahas tentang pegadaian syariah. Pegadaian adalah 
salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam perihal penyaluran 
pembiayaan dengan cara pemberian barang jaminan kepada pihak pegadaian 
sebagai barang tangguhan. Pegadaian ada dua macam layaknya dengan perbankan 
saat ini, yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah. Perkembangan 
Pegadaian Syariah didukung oleh keadaan lingkungan saat ini. Banyaknya 
masyarakat muslim mendorong untuk berdirinya Pegadaian Syariah dikarenakan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan dengan prinsip 
syariah Islam. 
Pendirian Pegadaian Syariah muncul karena Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) 
menjadi peraturan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat 1a menyebutkan 
Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk 
praktek menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari 
perum pegadaian adalah terdapat pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek 
ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 
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A.  Pengertian Gadai (Rahn) 
Menurut bahasa, rahn نهرلا) ) jamaknya نهرو ناهرو نوهر berarti و  توبتلا ماودلا (tetap 
dan abadi)
1
. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.AL-Muddatsir (74: 38) 
sebagai berikut: 
  ٌةَنيِهَر تَبَسَك اَمِب ِسَفن ُّلُك   
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”   
Pada ayat tersebut, kata “rahinah” bermakna “tertahan”. Karena yang 
tertahan itu tetap ditempatnya. Ibnu faris menyatakan “Huruf  ra‟ , ha‟ dan 
nun adalah asal kataa yang menunjukan tetapnya sesuatu yang diambil 
dengan hak atau tidak. Dari kara ini terbentuk kata „ar-rahn’ yaitu sesuatu 
yang digadaikan.
2
 
Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan diatas, pengertian 
gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut : 
1. Ulama Syafi‟iyah mendefisikan srbagai berikut : 
Rahn adalah menj adikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang 
dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utang. 
2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut : Rahn adalah suatu 
benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, 
bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya. 
3. Ulama Malikiah mendefinisikan sebagai berikut: 
                                                                
       
1
 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2016)hlm.189. 
       
2
 Adrian Sutedi. Hukum Gadai Syariah. (Bandung :Alfabeta, 2011) hlm.17. 
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Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk 
dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
3
 
4. Ahmad Azhar Basyir 
Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau 
menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai 
tanggungan marhu>n bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh 
atau sebagian utang dapat diterima. 
5. Muhammad Syafi‟i Antonio 
Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) 
sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang 
diterimanya. Marhun trsebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, 
pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan 
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum 
Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan jaminan 
yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jamninan yang bersifat 
materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang 
diterimanya, dan barang yang diterimatersebut bernilai ekonomi sehingga 
pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil 
kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila 
pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah 
ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian 
                                                                
3 Adrian Sutedi. Hukum Gadai Syariah. (Bandung :Alfabeta, 2011) hlm.21-22 
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antara seseorang untuk menyerahkan harta benda emas/perhiasan/kendaraan 
dan atau harta benda lainnya sebagai jamainan dan atau agunan kepeda 
seseorang dan tau lembaga pegadaian syaraiah berdasarkan hukum gadai 
syaraiah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang 
sebagai tanda terima dengan jumlah ,maksimal 90% dari nilai taksir terhadap 
barang yang diserahkan oleh penggadai, yang ditandai dengan mengisi dan 
menandatangani Surat Bukti Gadai (Rahn).4 
B. Konsep Umum Menurut Fatwa DSN tentang ar-Rahn 
1. Hukum dan ketentuan umum 
Menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai ar-rahn menyebutkan bahwa 
hukum dan ketentuan umum adalah : 
a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang gadai) sampai semua hutang atau kewajiban Rahin (yang 
menyerahkan barang) dilunasi. 
b. Marhun (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin (yang 
menyerahkan barang). pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan 
oleh Murtahin kecuali seijin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun 
dan pemanfaatnya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya.  
                                                                
       4 Zainudin Ali. Hukum Gadai Syariah. (Jakarta:Sinar Grafika.2008)hlm.3. 
   
26 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, akan tetapi untuk biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman.  
2. Prosedur pengajuan ar-Rahn 
Untuk prosedur pengajuan gadai ke pegadaian hal yang diperhatikan 
adalah nasabah harus hadir dalam pengajuan pinjaman ke pegadaian. Hal ini 
dimaksudkan agar dalam perjanjian nasabah dapat mengetahui keseluruhan 
tahap-tahap pinjaman yang saling disepakati dalam bukti yang tertulis, selain 
itu lebih baik lagi apabila dalam perjanjian akad tersebut disaksikan oleh 
beberapa orang saksi. Untuk syarat-syarat yang lain sudah ditentukan oleh 
pihak pegadaian seperti dokumen identitas diri dan lain-lain. 
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
Sesuai dengan fatwa DSN N0.25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan 
bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin. Akan tetapi 
untuk besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
4. Penjualan Marhun  
Penjualan Marhun dilakukan karena beberapa alasan, yaitu: 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingati Rahin untuk segera 
melunasi kewajibannya atau hutangnya. 
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b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya 
walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman maka Marhun  dijual 
atau dilelang sesuai dengan syariah. 
c. Hasil dari penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
 pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya 
 penjualan. 
d. Kelebihan dari hasil penjualan Marhun menjadi milik Rahin dan  apabila 
masih ada kekurangan dari pinjaman Marhun tidak diambil oleh Rahin maka 
akan disalurkan ke BAZ. 
C. Dasar Hukum Gadai 
Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat 
Al-Quran, hadis Nabi Muhammad saw, Ijma Ulama dan fatwa MUI. Hal ini 
dimaksud, sebagai berikut. 
 
1. Al-Quran 
Dalil yang mendukung adanya Pegadaian Syariah di Indonesia yaitu 
dalam  Q.S. Al-Baqarah (2): 283 Allah SWT berfirman : 
 
 ِّدَؤ ُيْل َف اًضْع َب مُكُضْع َب َنِمَأ ْنَِإف ٌةَضوُبْقَّم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدِجَت ْمَلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتنُك نِإَو
 ُهُبْل َق ٌمِثآ ُهَّنَِإف اَهْمُتْكَي نَمَو َةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت َلََو ُهََّبر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُهَت َناَمَأ َنُِمتْؤا يِذَّلا
 ٌميِلَع َنوُلَمْع َت اَمِب ُهَّللاَو 
Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
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hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.5  
 
Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Quran 
diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang 
hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu 
dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang 
yang berpiutang (rahn).
6
 
Dijelaskan pula bahwasannya jika kita melakukan jual beli atau hutang 
hendaklah harus ditulis secara jelas dan harus ada saksi saat melakukan 
mu‟amalah, selain itu, orang yang melakukan mu‟amalah hendaklah orang 
yang dalam keadaan sadar dan yang paling penting memenuhi standar untuk 
melakukan transaksi jual beli.  
2. Hadis Nabi Muhammad SAW. 
Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat 
rumuan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Aisyah 
yang diriwayatkan oleh  Imam Muslim   
 ُهَنَهَرَو اًماََعط ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع
 ٍديِدَح ْنِم اًعْرِد 
“Sesungguhnya, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan 
makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau 
                                                                
     
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah (Jakarta: jabal. 2010) hlm. 49 
      
6
 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Garafika,2016) hlm.5. 
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menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 
1603).
7
 
Selain itu gadai dengan sistem syari‟ah juga ditulis dalam beberapa hadist 
yaitu antara lain
8
 
a. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhori, Nasa‟I dan ibnu Majah dari 
Annas r.a ia berkata: “ Rasulullah SAW merungguhkan baju besi kepada 
orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari 
seorang Yahudi” 
b. Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda “Tidak terlepas 
kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia 
memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” HR. Asy‟Syafii, Al 
Daraquthuni, dan Ibnu Majah.  
c. Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “apabila ada ternak 
digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai) 
karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu 
digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang 
yang menerima gadai ) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya”.  
d. Ijma 
Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini 
dimaksud berdasarakan kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan 
baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para 
                                                                
7
 (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603) kitab Al-Fiqh Muyassarah Qismul 
Mu‟amalah, Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad Al Thoyar, Prof. DR. Muhammad Abdullah 
bin Muhammad Al Muthiq. 
8
 Sholikhul, Muhammad Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) 
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ulama yang mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw 
tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada 
sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih 
sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para 
sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang 
diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka. 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syaraiah, di antaranya 
dikemukakan sebagai berikut: 
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn; 
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
9
 
D. Rukun Gadai 
Dalam menjalankan pegadaian syaraiah, pegadaian harus memenuhi rukun 
gadai syariah. Rukun gadai terdiri dari : 
1. Orang yang bertransaksi (Aqid) 
Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (arah) yaitu : 
a. Rahin (orang yang menggadaikan barangnya) 
b. Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) 
2. Adanya barang yang digadaikan (mahrun) 
                                                                
       
9
 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Garafika,2016) hlm.8. 
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3. Utang (Mahrun bih) 
4. Ijab qabul (shighat) 
Hal ini dapat dilakukan dengan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, 
asalkan saja di dalamnya terkandung maksud nadanya perjanjian gadai di 
antara para pihak.
10
 
E. Syarat Gadai 
1. Syarat Aqidain 
Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (aqidain) yaitu rahin 
dan murtahin adalah mempunyai kecakapan dalam melakukan akad, yaitu11 : 
a. Balig  
b. Berakal 
c. Cerdas 
d. Dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara.  
Pendapat tersebut sepakat dikemukakan mayoritas ulama kecuali Ulama 
Hanafiyah yang hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak 
kecil yang mumayyiz (dapat membedakan anatara yang baik dan buruk) 
boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendpatkan persetujuan dari 
walinya.
12
 
2. Syarat Marhun 
Sayarat yang berhubungan dengan harta yang digadiakan atau harta yang 
dijadikan jaminan (Marhun) adalah sebagai berikut : 
                                                                
       
10
 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Garafika,2016) hlm.20-21 
       
11
 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2016)hlm. 194. 
       12 Ibid.  
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a. Dapat dijual apabila waktunya utang tidak terbayar yang nilainya 
seimbang dengan utang. 
b. Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu misalnya khamr 
dan bangkai tidak sah dijadikan marhun. 
c. Dapat diketahuai dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu 
misalnya tidak sah menggadaikan burung yang sedng terbang di udara 
atau ikan yang ada dikolam. 
d. Dapat diserahterimakan pada waktu akad. Oleh karena itu utang yang 
berada dalam tanggungan tidak sah dijadikan marhun. 
e. Dapat dikuasai oleh murtahin. 
f. Milik orang yang menggadaikan atau orang yang berhutang. 
g. Dapat dibagi atau dipisahkan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya 
menggadaikan harta yang terkait dengan hak orang lain yang tidak bisa 
dibagi, seperti menggadaikan sebagian rumah atau setengan dari 
perangkat kendaraaan, yang kepemilikanya berserikat. 
h. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tidak sahnya 
hukukumnya menggadaikan buah yang ada dipohon, tanpa 
menggadaikan pohonya, atau tana,anya tanpa tanahnya. Karena 
semuanya itu tidak mungkin memisahkan buah atau tanaman tanpa 
pohon dan tanahnya.
13
 
Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin 
maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang 
                                                                
       13 Ibid. 
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bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhun hanya sebatas menahan dan 
tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama marhun 
ada ditangan murtahin sebagai jaminan marhun bih, rahin tidak berhak 
menggunakan marhun, terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada 
kesepakatan.
14
 
3. Syarat Marhun Bih 
Syarat yang berhubungan dengan utang (Marhunbih) adalah sebagai 
berikut : 
a. Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada rahin. 
b. Memunhkinkan dapat dibayarkan dengan marhun trrsebut. 
c. Harus jelas dan tertentu. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan 
marhun atas salah satu dari dua utangnya, tanpa ,menjelaskan marhun yang 
diserahkan itu untuk utang yang mana, maka hukumnya tidak sah. Karena 
hal tersebut termasuk ke dalam hak yang samar. 
d. Masih tetap berjalan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya menyerajkan 
marhun, namun beruntungnya dikemudian hari. Karena gadai itu merupakan 
kepercayaan atas hak, yang tidak bisa terdahului oleh yang lain. 
4. Syarat Ijab dan Qabul 
Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (shighat) ini sama 
maksudnya dengan syarat ijab qabul dalam akad jual beli sebagai berikut : 
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a. Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukan akad gadai yang 
lazim di ketahuai masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata atau 
petunjuk jelas. Misalnya telah dikemukakan diatas dalam pembahasan 
rukun gadai. 
b. Dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang 
melakukan akad gadai hadir dan membicarakan topik yang sama atau 
antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh suatu yang menunjukan 
berpalingnya akad menurut kebiasaaan. 
c. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul. Maksudnya ungkapan qabul 
dari murtahin sesuai atau ada kaitanya dengan yang dimaksud oleh 
ungkapan ijab-nya rahin. 
d. Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. 
Karena akad gadai dalam hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal 
tersebut dilakukan maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. 
Misalnya rahin  mensyaratkan jika utangnya belum terbayar pada waktu 
yang telah ditentukan, maka dia waktunya diperpanjang lagi. Atau 
murtahin mensyaratkan agar barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan 
olehnya.
15
 
 
 
 
 
                                                                
       15Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2016)Hlm, 
194-195. 
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F. Ketentuan Barang Gadai Dalam Islam 
1. Kedudukan Barang Gadai 
Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya 
merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh penggadai. 
Sebagai pemegang amanat, murtahin berkewajiban memelihara 
kesselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. 
Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat dijadikan 
persetujuan untuk menyimpanya pada pihak ketiga, dengan ketentuan 
bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun 
akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di pihak 
ketiga, maka perjanjian gadai itu  dipandang tidak sah, sebab diantara 
syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika 
kepada murtahin. 16 
2. Kategori Barang Gadai  
Prinsip ulama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang 
yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan 
barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar dan 
maysir. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam 
kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
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 Adrian Sutedi. Hukum Gadai Syariah. (Bandung :Alfabeta, 2011) hlm.51 
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a. Benda bernilai menurut syara’ 
b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi 
c. Benda diserahkan seketika kepada murtahin. 
Adapun menurut syafi‟iyah barang yang dapat digadaikan itu beupa 
semua barag yang boleh dijual. Menurut penapat ulama barang-barang 
tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu : 
1) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang 
nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung. 
2) Barang tersebut menjadi milik, kaena sebelum tetap barang tersebut 
tidak dapat digadaikan. 
3) Barang yang digadaikan harus bersetatus sebagai piutang bagi 
pemberi pinjaman.
17
 
3. Penaksiran Barang Gadai 
Penyaluran uang atas dasar hukum gadai yang sesuai syariah Islam 
pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, 
yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. 
Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah, jenis 
barang jaminanya adalaha meliputi semua jenis barang. Artinya, barang 
yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang yang tidak bergerak. Lain halnya dengan perum 
pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang 
bergerak saja. Besar kecilnya jumlah hutang yang diberikan kepada 
                                                                
       17 Ibid. hlm.51. 
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nasabah tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir 
menilai barang tersebut. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian 
dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang 
tidak bergerak. Untuk barang bergerak sebagai berikut
18
 :  
a.  Murtahin/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang 
telah berlaku (standar harga yang berlaku) saaat penaksiran barang. 
b.  Murtahin/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari 
 barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu 
 disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. 
c.  Murtahin/petugas penakasir melakukan pengujian kualitas marhun 
 barang jaminan. 
d.  Murtahin/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan. 
 Untuk kategori Barang Tak Bergerak adalah sebagai berikut : 
a. Murtahin/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat 
 tanah/pekarangan kepada rahin untuk mengetahui gambaran umum 
 marhun. 
b. Murtahin/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak 
langsung kondisi marhun ke lapangan. 
c. Murtahin/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun 
 (barang jaminan) 
d. Marhun/petugas penaksir menentukan nilai taksir. 
                                                                
       18 Ibid,hlm.53 
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 Dalam penaksiran ini barang gadai, pegadaian syaraiah harus 
menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah 
itu sediri. Oleh karena itu, pegadaian syariah dituntut memiliki petugas 
penaksir yang memiliki kriteria : 
1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai 
dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah. 
2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai 
sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak. 
3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh 
keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosokan 
berlian atau emas dan lain sebagainya.
19
 
G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai 
Hak dan Kewajiban Penerima Gadai dalam kegiatan gadai menggadai di 
 antaranya sebagai berikut : 
1. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 
memenuhi kewajibanya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta 
benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya 
dikembalikan kepada rahin. 
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai. 
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 
menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.
20
 
                                                                
       19 Ibid, hlm. 53-54. 
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Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus 
dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut : 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya   
harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaianya. 
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya. 
c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai 
sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. 
Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dalam kegiatan gadai menggadai 
adalah sebagai berikut : 
1) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta 
benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya. 
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan 
atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu 
disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. 
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda 
gadai sudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainya. 
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali  harta benda gadai bila 
penerima gadai diketahui menyalahgunakannya. 
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul 
 kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu : 
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a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjamanya yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, 
termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 
b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta 
benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang 
pinjamannya.
21
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BAB III 
 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN GADAI SYARIAH DI UNIT 
PEGADAIAN SYARIAH CABANG NGABEAN   
 
A. Sejarah Umum Pegadaian Syariah  
Pada tahun 1746 sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan 
Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit 
dengan sistem gadai. Yahun 1811 pemerintah inggris mengambil dan 
membubarkan Bank Van Leesing, masyarakat diberi keluasaan mendirikan 
usaha pegadaian. Tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama di 
Sukabumi ( Jawa Barat pada tanggal 1 april 1901).  tahun 1905 pegadaian 
berbentuk lembaga resmi. “JAWATAN“ 1905. Tahun 1961 bentuk badan 
hukum berubah “ JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang- Undang ( Perpu ) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan 
Pemerintah ( PP ) No 178 Tahun 1961. Tahun 1969 bentuk Badan Hukum 
berubah dari “PN“ ke “PERJAN“ berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) 
No 7 Tahun 1969. Tahun 1990 bentuk Badan Hukum berubah dari 
“PERJAN“ ke “PERUM“ berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) No 103 
Tahun 2000. Dan pada tahun 2012 bentuk Badan Hukum berubah dari 
“PERUM“ ke “PERSERO“ pada tanggal 1 april 2012 berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ( PP ) No Tahun 2011. 
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B. Sejarah Pegadaian Syariah Ngabean 
Semenjak pendirian pertama Pegadaian Syariah di Jakarta, solo menjadi 
kota tujuan untuk melebarkan bisnis Pegadaian Syariah, Pada tahun yang 
sama yaitu tahun 2013, Pegadaian Syariah membuka cabang yang berlokasi 
di Solo Baru. Pegadaian Syariah Solo Baru berditi pada tanggal 1 November 
2003. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis Pegadaian Syariah dan 
meningkatnya animo masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dari tahun ke 
tahun, membuat Pegadaian Syariah cabang Solo Baru membuka beberapa 
unit pelayanan syariah di kota Solo. Hingga tahun 2019 ini, sudah dibuka 
lima unit pelayanan syariah yang baru yaitu UPS Pasar Kliwon, UPS Pasar 
Jongke, dan UPS Ngabean Kartasura.  
Pegadaian Syariah UPS Ngabean sendiri berdiri pada tanggal 12 Februari 
2010 yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 107 Kodepos 57165 Kelurahan 
Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Telp(0271) 714204 
dan websitenya www.pegadaian.co.id. Unit ini didirikan untuk lebih 
memudahkan nasabah yang berdomisili disekitar kartasura. Selain itu, juga 
memudahkan para nasabah agar tidak perlu jauh-jauh datang ke Cabang 
Pegadaian Solo Baru, dimana Pegadaian Solo Baru ini merupakan pegadaian 
yang membawahi Unit Pegadaian Syariah yang berada di seluruh kota Solo.1 
 
 
                                                             
1 Ibnu dian Wijanarto, Kasir Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2019 
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C. Visi dan Misi Pegadaian  
Adapau visi dan msi Pegadaian Syariah didirikan yaitu antara lain : 
1. Visi  
Pegadaian Syariah : menjadi the most valuable financial company di 
Indonesia dan sebagai agaen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.2 
2. Misi 
a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku 
kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 
b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan 
bisnis baru untuk menambah proposal nilai ke nasabah dan pemangku 
kepentingan.3 
c. Memberikan service excelence dengan focus nasabah melalui : 
1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital 
2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 
3) Praktek manajemen resiko yang kokoh 
4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik4 
Selain visi misi Pegadaian Syariah juga mempunyai sepuluh 
perilaku utama insan Pegadaian Syariah meliputi : 
1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif 
2) Berorientasi pada solusi bisnis 
                                                             
2 Pegadaian Syariah, Rahn, https://pegadaiansyariah.co.id, diunduh tanggal 10 Oktober 2019 
3 Pegadaian Syariah, Rahn, https://pegadaiansyariah.co.id, diunduh tanggal  10 Oktober 2019 
4 Ibid  
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3) Taat beribadah 
4) Jujur dan berfikir positif 
5) Kompeten di bidang tugasnya 
6) Selalu mengembangkan diri 
7) Peka dan cepat tanggap 
8) Empatik, santun dan ramah 
9) Bangga menjadi insan pegadaian 
D. Keunggulan Pegadaian Syariah 
Pegadaian syariah juga mempunyai keunggulan dari Lembaga 
Keuntungan Syariah lainnya berikut keunggulannya sebagai berikut :5 
1. Diperuntukkan bagi siapapun, sistem syariah yang kerap digunakan pada 
lembaga bank dan non bank syariah tidak terbatas pada orang-orang yang 
beragama Islam saja. Sistem keuangan syariah pun bisa digunakan oleh 
orang beragama non Islam. 
2. Sesuai peruntukan, yakni sistem keuangan syariah mengusung skema riil 
yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, adalah jual beli, bagi 
hasil, sewa menyewa, jasa, dan lainnya. Setiap orang yang menggunakan 
sistem keuangan syariah bisa merasakan bagaimana menjalankan 
transaksi yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hal ini sungguh 
nyata berbeda dengan sistem konvensional yang jelas membagi nasabah 
menjadi dua jenis yakni debitur dan kreditur. Sistem profit dan non profit 
juga diatur secara jelas pada keuangan berbasis syariah. Pegadaian 
                                                             
5 Ibid 
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syariah menarik profit apda sektor bisnis. Sementara non profit sistem 
keuangan syariah akan lebih mengedepankan layanan berbasis asas tolong 
menolong. Beberapa di antaranya adalah hutang kebajikan (qardh 
al-hasan), ZISWAF ataupun CSR (Corporate social Responsibility).6 
3. Halal , sistem keuangan berbasis syariah ini sangat tepat bagi anda yang 
tidak cocok dengan bunga dan riba, karena kami menjalankan sesuai 
dengan syari’ah 
4. Prosedur dan caranya cepat 
5. Jangka waktu fleksibel 
6. Tarif  kompetitif 
E. Struktur kelembagaan dan job Description Pegadaian Syariah cabang 
Ngabean 
Untuk melakukan tanggung jawab dan tugas sehari- hari untuk 
memenuhi pelayanan bagi pegadaian dan nasabah, maka Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean memiliki struktur kelembagaan yang dijadikan patokan 
dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas sehari- hari. Adapun struktur 
kelembagaan pada Pegadaian Syariah Ngabean yakni : 
1. Pemimpin Cabang  : Bp. Purwanto 
2. Pengelola Angunan  : Ibu Nabila 
3. Penaksir     : Ibu Sulastri 
4. Kasir Muda   : Bp. Dian Wijanarto 
5. Satpam    : Bp. Risdianto 
                                                             
6 Ibid 
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Adapun penjelasan dari masing- masing struktur organisasi yakni sebagai 
berikut : 
a. Pemimpin Cabang yang memiliki tugas pokok berupa  
Yakni mengelola operasional cabang dalam menyalurkan dana , atau 
uang hutang secara syariah dan melaksanakan usaha- usaha lain, 
mengawasi jalannya transaksi gadai dan mewakili kepentingan 
perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.7 
b. Pengelola angunan yang mempunyai tugas antara lain 
Menjaga dan mengurusi barang angunan dari nasabah, mengatur angunan 
yang masuk dan keluar.8 
c. Penaksir 
Yaitu bertugas menaksir barang atau emas untuk menentukan nilai barang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan  menetapkan uang 
pinajaman yang sesuai serta citra baik bagi perusahaan.9 
d. Kasir 
Menerima tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku guna mewujudkan citra yang baik bagi perusahaan. 
e. Satpam 
Mengamankan pegadaian serta barang nasabah di area kantor dan 
sekitarnya.10 
                                                             
7 Ibnu Dian Wijanarto, Kasir Muda Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 10 oktober 2019 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
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F. Produk- Produk Pegadaian Syariah Ngabean 
Pegadaian Syariah mempunyai produk- produk yang dapat memudahkan 
masyarakat dalam urusan tertentu, produk- produk Pegadaian Syariah antara 
lain :11 
1. KCA ( Kredit Cepat Aman ) 
   KCA ( Kredit Cepat Aman ) adalah kredit dengan sistem gadai yang 
diberikan oleh seluruh golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 
konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi 
terpercaya untuk mendapatkan hutang secara mudah, cepat, dan aman 
untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa angunan 
berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop dll.12 
Ketentuan : 
a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya 
b. Menyerahkan barang jaminan 
c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli 
d. Nasabah menandatangani surat bukti kredit 
2. KRASIDA 
   Kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah ( UMKM ) untuk mengembangkan usaha dengan 
sistem gadai KRASID A merupakan solusi terpercaya untuk 
                                                             
11 Pegadaian Syariah, Produk-Produk Gadai,https://www.pegadaiansyariah.co.id , diunduh tanggal 
13 Oktober 2019 
12 Ibid 
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mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, aman, dan mudah. Angunan 
berupa perhiasan emas dan sepeda motor.13 
Ketentuan : 
a. Fotocopy KTP dan kartu keluarga 
b. Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau 
kendaraan bermotor. 
c. Untuk angunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan 
dokumen kepemilikan ( BPKP asli, fotocopy STNK dan faktur 
pembelian ) 
3. KREASI 
   Yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada 
usaha kecil dan menengah ( UKM ) untuk pengembangan usaha 
dengan sistem fidusia berarti agunan untuk hutang cukup dengan 
BPKB  sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.14 
Ketentuan : 
a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah 
berjalan setelah satu tahun. 
b. Fotocopy KTP, kartu keluarga, dan surat nikah ( jika sudah 
menikah) 
c. Menyerahkan dokumen yang sah 
d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor ( BPKP 
asli, fotocoy STNK dan faktur pembelian ) 
                                                             
13 Ibid 
14 Ibid 
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4. RAHN  
Merupakan solusi cepat untuk mendapatkan dana. Prosesnya 
cepat dan aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa perhiasan 
emas, motor, mobil, rumah dll.15 
Ketentuan : 
a. Fotocopy KTP atau Kartu identitas resmi lainnya 
b. Memiliki barang jaminan 
c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKP dan STNK asli 
d. Nasabah menandatnagni surat bukti rahn 
5. AMANAH  
Pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah memudahkan 
pembelian kendaraan bermotor dengan hutang sesuai syariah untuk 
karyawan dan pengusaha mikro.16 
Ketentuan : 
a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/ swasta minimal telah 
bekerja selama 2 tahun 
b. Melampirkan kelengkapan: fotocopy KTP (suami danistri), 
fotocopy kartu keluarga, fotocopy SK  pengangkatan sebagai 
pegawai/ karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji dua 
bulan terakhir. 
c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH 
d. Membayar uang muka yang disepakati ( minimal 20%) 
                                                             
15 Ibid 
16 Ibid 
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e. Menandatangani akad AMANAH 
6. ARRUM 
Memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal 
usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada 
pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari- hari.17 
Ketentuan : 
a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah 
berjalan satu tahun. 
b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 
c. Menyerahkan dokumen kepemilika kendaraan bermotor ( BPKB 
asli, fotocopy, STNK, faktur pembelian ) 
7. ARRUM HAJI 
Pembiayaan arrum haji pada Pegadaian Syariah 
menggunakan sistem gadai emas guna pendaftaran haji.18 
Ketentuan: Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji foto copi KTP. 
8. MULIA 
Layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara 
tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang 
fleksibel Mulia dapar menjadi alternatif investasi aman untuk 
memujudkan impian masa depan.19 
Ketentuan : 
                                                             
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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a. Untuk pembelian secara tunau, nasabah cukup datang outlet 
pegadaian  dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli. 
b.   Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan 
pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. 
9.  KONSINYASI EMAS 
Layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga 
menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman dan produktif, 
keuntungan dari hasil penjualan emas batangan di bagi hasil antara 
nasabah dan Pegadaian.20 
Ketentuan : 
a. Fotocopy Identitas Diri ( KTP/ SIM/ Passport ) yang  masih 
berlaku. 
b. Kwitansi pembelian emas yang dibeli di Pegadaian. 
c. Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6000 ( 2 
lembar ) 
10.  PEGADAIAN REMITTANCE 
Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan 
dari luar negri dengan biaya kompetitif, bekerja sama dengan 
beberapa remiten berkala nsional dan internasional. Merupakan 
solusi terpecaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan 
dimanapun secara instan.21 
                                                             
20 Ibid 
21 Ibid 
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Ketentuan : 
a. Mengisi dan melengkapi formulir pengiriman dan penerimaan 
uang. 
b. Membawa Kartu Tanda Pengenal ( KTP ). 
c. Membawa Nomer Kontrol Kiriman Uang PIN, Kode, Transfer, 
atau MTCN ) 
d. Membawa Kartu Tanda Pengenal ( KTP/ SIM/ Passport ). 
11. MULTI PEMBAYARAN ONLINE 
Melayani pembayaran berbagai tagihan, layanan MPO merupakan 
solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada 
nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank. 22 
Ketentuan : 
Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian se;uruh Indonesia 
membawa dan menyerahkan nomer pelanggan untuk tagihan listrik, 
telepon, pulsa ponse, PDAM, tiket kereta api, dan ain sebagainya. 
12. JASA SERTIFIKASI BATU MULIA 
Jasa pengujian pada suatu batu mulia yang dilakukan oleg 
gemologis di laboratorium gemologi untuk mengetahun jenis, 
keaslian, kualitas, spesifikasi- spesifika lain yang dibutuhkan dan 
untuk memberikan kepastian kepada pemilik, penjual atau pembeli 
batu mulia.23 
                                                             
22 Ibid 
23 Ibid 
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13. JASA TAKSIRAN 
Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan 
kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk 
keperluan investasi atau kebutuhan bisnis dengan biaya yang relatif 
terjangkau .24 
14. JASA TITIPAN 
Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang 
berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga ,aupun 
kendaran bermotor. Layanan ini dikenal dalam dunia perbankan 
sebagai Safe Deposit Box.25 
G. Pelaksanaan Gadai Syariah pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
1.  Akad yang digunakan 
 Akad yang digunakan di Unit pegadaian syariah Ngabean menurut ibu 
Sulastri selaku Teller di Unit pegadaian syariah Ngabean yaitu ada dua akad 
Tabbaru’ dan akad Tijarah. 
a. Akad Tabbaru’ adalah salah satu perjanjian yang menyangkut 
transaksi non profit transaction. Dimana dalam akad  ini pihak yang 
terlibat tidak boleh menghendaki imbalan atau fee dari hasil usaha yang 
dilakukan. Akan tetapi boleh meminta talangan upaya untuk menyimpan 
biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya 
transaksi. Di pegadaian syariah menggunakan akad tabbaru’ yang 
                                                             
24 Ibid 
25 Ibid 
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sifatnya mengutangkan uang yaitu dengan menggunakan akad qard dan 
rahn. 
b. Akad Tijarah adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang 
didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara material atau 
dalam akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi, 
dalam akad ini pegadaian syariah lebih condong pada akad yang sifatnya 
sewa-menyewa yaitu akad ijarah. 
Dari kedua akad tersebut yaitu akad Tabbaru’ dan akad Tijarah ada tiga 
akad yang pastinya dipakai atau digunakan oleh Unit pegadaian syariah 
Ngabean untuk setiap produk yang ditawarkan yaitu akad Qard, akad 
Rahn, dan akad Ijarah.  
2.  Prosedur Pemberian hutang 
 Prosedur pemberian hutang yang diterapkan pada unit pegadaian syariah 
ngabean adalah sebagai berikut   
a.  Prosedur pemberian hutang untuk produk Ar-Rahn 
1) Nasabah datang ke unit pegadaian syariah Ngabean untuk 
mengisi formulir permintaan hutang dengan menggunakan produk 
Ar-Rahn. Selain itu nasabah juga membawa barang jaminan yang 
akan di jadikan sebagai barang gadai atau marhun bih dan fotocopy 
kartu identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau KTP. 
2) Petugas pegadaian akan memberikan barang gadai atau marhun 
bih kepada petugas penaksir, guna mengetahui apakah nominal 
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barang tersebut sesuai dengan jumlah hutang yang diajukan atau 
tidak. 
3) Setelah penaksiran atas barang gadai tersebut maka petugas 
penaksir memberikan nominal barang gadai tersebut kepada 
petugas pegadaian ketentuan besarnya marhun bih harus lebih besar 
dari marhun  
4) Apabila disepakati besarnya hutang antara nasabah dan pihak 
pegadaian maka nasabah menandatangani akad dan formulir yang 
dijadikan bukti peminjaman nasabah kepada pihak pegadaian, 
setelah itu pihak memberikan hutang secara tunai kepada nasabah. 
Syarat-syarat Ar-Rahn yaitu: 
a) Fotocopy identitas diri (KTP, SIM dan lain-lain) 
b) Barang yang akan digunakan 
c) Membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpanan dan    
pemeliharaan barang jaminan. 
b.  Prosedur pemberian hutang produk Ar-Rum  
1)  Nasabah datang ke unit pegadaian syariah ngabean untuk 
mengisi formulir produk pembiayaan Ar-Rum. Selain mengisi 
formulir, nasabah juga melampirkan dokumen-dokumen usaha, 
agunan atau jaminan, serta dokumen pendukung lainnya yang 
berhubungan dengan usaha yang di milki oleh nasabah. 
2)  Setelah itu petugas pegadaian akan memeriksa  
dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah terkait dengan 
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usaha dan barang jaminan atau barang gadai yang diserahkan 
kepada pihak pegadaian. Selain itu, petugas pegadaian akan 
melakukan survey terhadap usaha yang dimilki nasabah. Survey ini 
terkait kelayakan tentang usaha tersebut dan barang jaminan atau 
barang gadai.  
3)  Setelah melakukan survey dan dianggap telah memenuhi 
persyaratan yang diminta oleh petugas pegadaian dan barang gadai 
sesuai dengan jumlah marhun yang diminta oleh nasabah. Maka, 
nasabah akan melakukan penandatangan akad produk Ar-Rum, 
kemudian pihak pegadaian akan memberikan pembiayaan atau 
pencairan pembiayaan yang diminta oleh nasabah. 
c.  Prosedur  pembiayaan produk Amanah 
Persyaratan dari produk amanah pada unit pegadaian syariah 
ngabean adalah sebagai berikut: 
1). Fotocopy  kartu tanda pengenal di perusahaan atau intansi 
yang bersangkutan. 
2) Fotocopy kartu tanda penduduk atau KTP (suami/istri jika telah 
berkeluarga) 
3) Fotocopy kartu keluarga atau KK 
4) Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap 
yang telah dilegalisir. 
5) Slip gaji selama 2 bulan terakhir yang asli 
6) Surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan 
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7) Mengisi dan menandatangani form aplikasi pembiayaan produk 
amanah di unit pegadaian syariah ngabean. 
3. Barang jaminan  
 Dalam praktik secara tertulis di dalam brosur unit pegadaian syariah 
ngabean disebutkan bahwasannya barang jaminan atau marhun bih yang 
diperbolehkan adalah barang bergerak berupa : 
a. Emas dan berlian 
b. Mobil dan motor 
c. Barang elektronik dan alat-alat rumah tangga 
Akan tetapi nasabah yang melakukan hutang ke unit pegadaian 
syariah ngabean rata-rata menggunakan barang jaminan berupa emas 
ataupun berlian, tang mencapai 95%. sedangkan untuk barang gudang 
seperti motor, laptop, kamera, dan handpone hanya 5%. Semua barang 
jaminan tersebut disimpan di pegadaian cabang induk dengan sistem 
clustering. 
4. Pemanfaatan dana hutang  
 Dalam prakteknya pemanfaatan dan hutang atau marhun bih  di 
unit pegadaian syariah Ngabean tidak ditelisik secara detail oleh pihak 
pegadaian dalam nasabah menggunakan dana hutang atau marhun bih  
tersebut. Awalnya memang nasabah diberikan selembar kertas yang 
berisikan tentang pemanfaatan marhun bih tersebut. Diselembar kertas 
tersebut ada beberapa pemanfaatan dari marhun bih  yaitu diantaranya 
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untuk keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, 
kesehatan, dan industri. 
 Namun, semua itu hanya untuk proses identifikasi terhadap nasabah 
yang akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya pengajuan dari nasabah 
ke pihak pegadaian. Maka dari itu pihak pegadaian syariah tidak terlalu 
memperdulikan dari pemanfaatan marhun bih tersebut. 
5. Besar Tarif 
a.  Tarif biaya administrasi (Qardhul Hasan) 
Biaya adminitrasi yang diterapkan begitu murah dan tidak 
memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan Rp 50 untuk setiap 
kelipatan marhun bih Rp 5000, ini untuk semua golongan marhun bih. 
Dari biaya administrasi ini ini maka dilakukan pembulatan ke Rp 100 
terdekat yaitu Rp 1 sampai dengan Rp 50 dianggap sama dengan nol 
(0), sedangkan untuk diatas Rp 50 sampai dengan Rp100 dibulatkan 
ke Rp 100. Biaya administrasi ini dikenakan hanya sekali pada saat 
transaksi dia awal atau pada saat akad. 
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b.  Tarif Jasa Simpanan (ijarah) 
Adapun untuk tarif jasa simpanan dibedakan menjadi dua yaitu 
tarif jasa simpanan kantong dan tarif jasa simpanan gudang. 
1) Marhun Bih Kantong (berupa emas atau berlian) 
Untuk jenis marhun bih berupa emas maka dikenakan tariff jasa 
simpanan yang dihitung per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap 
kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp 10.000 
2)   Marhun Gudang 
Untuk marhun gudang ini ada barang-barang elektronik, mesin 
jahit,sepeda dan barang rumah lainnya dan kendaraan 
bermotor.Untuk marhun elektronik yang ditebus maka dikenakan 
tariff jasa simpanan sebesar Rp 95 per 10 hari masa penyimpanan dan 
setiap kelipatan taksiran marhun bih sebesar Rp. 10.000.sedangkan 
untuk marhun kendaraan bermotor yang akan ditebus dikenakan tarif 
jasa simpanan sebesar Rp 100 per 10 hari masa penyimpanan dan 
setiap kelipatan taksiran marhun sebesar Rp. 10.000. satu hari masa 
penyimpanan akan dihitung sama dengan 10 hari. 
3) Sistem cicilan dan perpanjangan  
Untuk sistem cicilan dan perpanjangan di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura diserahkan kepada nasabah. Nasabah sebenarnya 
dapat melunasi secara langsung atau melakukan sistem pencicilan 
dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 4 bulan. Akan 
tetapi jika dalam 4 bulan nasabah belum dapat melunasi maka 
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nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan pelunasan atas 
marhun bih. Sehingga perpanjangan akan dilakukan selama 4 bulan 
kedepan lagi. Tapi jika belum dapat juga melakukan penyelesaian 
terhadap kewajibannya maka Unit Pegadaian Syariah Ngabean akan 
melakukan pelelangan.  
6.  Pelelangan Marhun bih  
Pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura apabila rahin 
tidak dapat melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 4 bulan atau 
setelah diperpanjang rahin tidak dapat melunasi maka akan diadakan 
proses pelelangan terhadap marhun bih. Sebelum melakukan proses 
pelelangan Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura akan memberitahu 
rahin terhadap pelelangan tersebut baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Akan tetapi dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
pada saat melakukan pelelangan dilakukan secara tertutup yang hanya 
dihadiri oleh beberapa orang saja dengan harga tertinggi akan tetapi harga 
dasar telah diberitahukan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkannya harga minimal barang 
jaminan akan dilelang. Namun harga lelang yang ditetapkan dari Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura ini tidak laku dijual, hal ini 
dikarenakan calon pembeli dari barang jaminan tersebut adalah Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean sendirilah. Ini bertujuan untuk menutupi 
hutang dan biaya dari nasabah lainnya. 
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Jenis gadai yang paling diminati oleh nasabah di Unit Pegadaian 
Ngabean Kartasura adalah produk Ar-Rahn. Dimana mereka 
menggunakan barang jaminan berupa emas dan berlian. Padahal Ar-Rahn 
sendiri tidak mengharuskan emas dan berlian dijadikan barang jaminan 
atau barang gadai. Karena sebenarnya barang jaminan dapat 
menggunakan barang elektronik, barang-barang rumah tangga dan 
sebagainya. Akan tetapi banyak nasabah yang menggunakan jaminan 
emas dan berlian yang dianggap mudah.26 
                                                             
26  Sulastri, Penaksir Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2019 
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BAB IV  
ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG 
RAHN TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SYARIAH  
(Studi di Unit Pegadaian Syariah Cabang Ngabean) 
 
A. Dari Segi Akad  
Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan salah satu 
pihak Unit Pegadaaian Syariah Ngabean Kartasura menuturkan bahwa akad 
yang digunakan secara keseluruhan dari produk yang ditawarkan oleh pihak 
pegadaian adalah akad tabarru’ dan akad tijarah. Didalam akad tabarru’ ini 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura menggunakan dua bentuk akad 
khusus yang sifatnya meminjamkan uang atau jasa yaitu Qard dan 
Rahn.Sedangkan, untuk akad tijarah Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura menngunakan akad sewa-menyewa yaitu akad Ijarah.1 Dilihat dari 
segi akad yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah qard, rahn, dan ijarah. 
Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 yang menjelaskan 
bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi di Pegadaian Syariah 
adalah Akad Qard, Rahn, dan Ijarah.  
 
 
                                                             
1 Ibnu Dian wijanarto, Kasir Muda Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2019 
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B. Dari Segi Prosedur Pemberian Pinjaman.  
Salah satu prosedur yang wajib diterapkan di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura apabila nasabah ingin melakukan Hutangdengan 
menggunakan salah satu produk , baik produk ar-Rahn, ar-Rum , dan Amanah 
yaitu nasabah harus datang ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura. 
Kedatangan nasabah pada saat awal akad atau perjanjian ini sangat penting.Ini 
bertujuan untuk mengetahui kesepakatan yang tertera antara nasabah dan Unit  
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura.Selain itu juga guna melihat keadaan 
dari marhun bih atau barang jaminan nasabah. Selain nasabah harus datang 
sendiri ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura, nasabah harus mengisi 
formulir pendaftaran yang disediakan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura dan menyerahkan syarat-syarat dari Hutangseperti barang jaminan, 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KTP, fotocopy Kartu Keluarga atau KK. 
Selain persyaratan tersebut ada beberapa persyaratan lainnya yang ditekankan 
dari masing-masing produk pemberian pinjaman.  
Hal yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 yang menyebutkan 
bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan atau pemberian Hutangkepada 
nasabah, pihak Pegadaian harus bertemu secara langsung dengan nasabah atau 
nasabah harus datang ke outlet Pegadaian.Kedatangan nasabah secara 
langsung ke Pegadaian dimaksudkan agar dalam perjanjian atau akad tersebut 
ada bukti tertulis dan lebih baik lagi jika ada saksi yang menyaksikan 
perjanjian atau akad tersebut.Untuk syarat-syarat yang dibebankan oleh pihak 
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Pegadaian hanyalah untuk data kelengkapan nasabah atas pengajuan 
pinjamannya.  
Maka dapat disimpulkan bahwasannya Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura untuk prosedur pemberian Hutangdari produk ar-Rahn, ar-Rum, 
dan Amanah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002.Walaupun, 
dalam fatwan DSN-MUI tidak menyebutkan adanya syarat-syarat seperti yang 
diminta oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dari setiap 
produknya. Namun, persyaratan itu guna untuk data dari Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura.Selain itu, syarat yang diajukan oleh Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura tidak memberatkan dari pihak nasabah.  
C. Barang Jaminan  
Sesuai dengan yang ditulis di brosur Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura yang menyebutkan untuk barang jaminan berupa emas, berlian, 
barang elektronik, kendaraan bermotor dan alat rumah tangga.Akan tetapi 
untuk barang jaminan berupa barang elektronik, kendaraan bermotor dan 
lainnya langsung dicluster ke Pegadaian Cabang.Ini belum sesuai dengan 
fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 yang menyebutkan semua barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.Di 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura pun 95% nasabah menggunakan 
emas dan berlian sebagai barang jaminan yang paling dominan. Dan 5% 
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barang jaminan berupa kendaraan bermotor (motor dan mobil), kamera , 
laptop, dan handphone.2 
D. Pemanfaatan Dana Hutang 
Untuk pemanfaatan dana Hutang di Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura, nasabah diberikan selembar kertas yang berisikan tentang 
pemanfaatan uang Hutang, diantaranya yaitu untuk keperluan perdagangan, 
pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, dan industri. Namun hal 
tersebut hanya sebagai proses identifikasi yang digunakan nantinya untuk 
laporan ke Departemen Keuangan. Dan tidak berpengaruh pada diterima atau 
tidaknya pengajuan Hutangyang dilakukan oleh nasabah dengan 
menggunakan produk ar-Rahn, arRum, ataupun Amanah. Jadi, untuk 
pemanfaatan dari dana Hutang yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura ini tidak ditinjau sampai sedetail mungkin atau tidak 
sampai dikondisikan dengan realitas penggunaan dan Hutang ini dilapangan 
oleh nasabahnya. Sehingga dari Unit Pegaaian Syariah Ngabean Kartasura 
tidak mempedulikan lagi dari pemanfaatan dana Hutang yang dipinjam oleh 
nasabah.  
Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang akan bertentangan dengan fatwa 
DSN-MUI No.25/III/2002. Dimana fatwa DSN-MUI menyebutkan 
bahwasannya pemanfaatan dari dana hutang oleh nasabah haruslah jelas, tidak 
boleh disalahgunakan yang bertentangan dengan syariah Islam seperti judi, 
                                                             
2 Pegadaian Syariah, https://www.pegadaiansyariah.co.id 
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pembelian barang-barang haram, praktik riba dan lain-lain. pemanfaatan dana 
hutang harus ditinjau apakah sesuai dengan yang dikatakan nasabah pada saat 
akad atau perjanjian atau malah disalahgunakan. Jadi dapat disimpulkan 
bahwasanya untuk pemanfaatan dana hutang yang ada di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean kartasura kurang sesuai dengan fatwa 
DSN-MUINo.25/III/2002.  
E. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Jaminan  
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dalam pemeliharaan barang 
jaminan dilakukan secara teliti. Untuk pemeliharaan barang jaminan ini pihak 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura membebankan biaya 
pemeliharaan terhadap barang jaminan kepada nasabah. Untuk tarif 
pemeliharaan barang jaminan ini sesuai dengan masa penyimpanan dari 
barang jaminan tersebut3. Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan 
pihak Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura tidak menggunakan barang 
jaminan tersebut tanpa seiizin dari pemilik barang tersebut. Adapun fatwa 
DSN-MUI menyebutkan bahwasanya Pegadaian Syariah dapat menentukan 
tarif dari pemeliharaan barang jaminan tersebut. Akan tetapi bukan dari 
jumlah hutang yang diajukan oleh nasabah atau rahin, melainkan sesuai 
dengan masa penyimpanan barang jaminan tersebut.Maka dapat disimpulkan 
bahwasanya untuk pemanfaatan dan pemeliharaan barang jaminan khususnya 
di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura. 
                                                             
3 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008) hlm 40-41. 
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F. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan  
Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan di Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dari produk ar-Rahn, ar-Rum, dan 
Amanah adalah sama tidak adanya perbedaan. Penjualan atau pelelangan 
barang jaminan ini bertujuan untuk melunasi kewajiban atau hutang rahin 
kepada murtahin atau pihak Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
khususnya. Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan yang 
dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah yaitu sesuai dengan keputusan pihak 
manajemen Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura bahwa proses 
penjualan atau pelelangan dari barang jaminan dilakukan secara tertutup yang 
terdiri dari 3-4 orang. Dimana pihak pembeli tersebut merupakan orang dari 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura itu sendiri yang dinilai mampu 
dan baik .Ini bertujuan agar barang jaminan tersebut dapat terjual dan dapat 
menutup hutang atau hutang dari nasabah sehingga tidak ada kekurangan 
terhadap pelunasan hutang tersebut. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI 
dijelaskan bahwasannya murtahin atau pihak pegadaian harus 
memberitahukan sebelumnya kepada rahin mengenai jatuh tempo 
pinjamannya dan apabila rahin tetap tiak dapat melunasi hutang atau 
pinjamannya maka barang tersebut akan dilelang, hasil penjualan dari barang 
jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang dari rahin dan 
apabila ada kelebihan ataupun kekurangan maka akan dikembalikan lagi 
kepada rahin.  
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Untuk proses dari penjualan atau pelelangan barang jaminan yang ada di 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sebenarnya sudah memenuhi dari 
fatwa DSN-MUI. Namun, ada beberapa hal yang masih kurang sesuai seperti 
jika pembelian barang jaminan hanya dilakukan oleh orang dalam dari Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura maka tidak akan terjadi harga yang 
sesuai dengan harga pasar. Ini dikarenakan tujuannya hanya untuk melunasi 
hutang atau hutang dari nasabah agar tidak terjadi kerugian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan gadai syariah yang dilakukan di unit pegadaian syariah ngabean 
pada akad yang digunakan ada 2 akad yang digunakan yaitu akad tabbaru’ 
dan akad tijarah dari kedua akad tersebut ada tiga akad yang pastinya yang 
digunakan yaitu akad qard akad rahn dan akad tijarah kemudian dari 
prosedur pemberian pinjaman ada tiga produk yang diberikan Produk ar-rahn, 
produk ar-rum, dan produk amanah. Dilihat dari barang jaminan 
bahwasannnya barang yang diperbolehkan menjadi barang jaminan yaitu 
emas dan berlian, mobil, motor, dan barang elektronik dan alat-alat rumah 
tangga.Dipandang dalam pemanfaatan dana pinjaman kebanyakan digunakan 
umtuk keperluan pedagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, 
dan industri dipandang dari besar tarif yang diambil dari pegadaian syariah 
digunakan untuk tarif biaya administrasi, tarif jasa simpanan, marhun gudang 
dan sistem cicilan dan perpanjangan. Apabila nasabah tidak mampu melunasi 
kewajibannya dalam jangka waktu 4 bulan atau setela diperpanjang tidak 
dapat melunasi maka akan dilakukan pelelangan darin pihak pegadaian.  
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2. Dalam prespektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/2002 di Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa 
yang ditetapkan DSN-MUI akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih 
perlu dibenahi. Sedangkan untuk pemanfaatan dana pinjaman ini perlu 
adanya peninjau secara maksimal atau sedetail mungkin dari Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean kepada nasabah. karena untuk pemanfaatan dana pinjaman 
ini Unit Pegadaian Syariah hanya menanyakan secara lisan dan menggunakan 
secarik kertas guna menggetahui dari pemanfaatan dana pinjaman ini. padahal 
dalam fatwa DSN-MUI untuk pemanfaatan dana pinjaman ini harus adanya 
pengawasan semaksimal mungkin sehingga tidak digunakan untuk hal-hal 
yang sifatnya negative atau dilarang oleh syariah islam. Ditinjau dalam hal 
pelelangan marhun bih atau barang jaminan dari rahin, sebenarnya dari Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean kurang sesuai dengan ketentuan dari DSN-MUI. 
Ini dikarenakan pelelangan kadang terjadi dan dilakukan oleh pihak dari 
dalam itu sendiri bukan pihak dari luar. Sehingga jika seperti itu maka barang 
jaminan tidak akan sesuai dengan harga pasar. Maka pelelangan tersebut akan 
lebih condong pada pelunasan hutang dari rahin itu sendiri dan menutupi 
kerugian dari pihak pegadaian itu sendiri. Ditinjau dari keseluruhan 
mekanisme operasional dari produk pinjaman yang ditawarkan khususnya 
pada produk Ar-Rum, Ar-Rahn, dan Amanah masih ada beberapa kekurangan 
yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman dari 
masing-masing produk, pelelangan dari barang jaminan, batas dari 
pembayran marhun bih atau barang jaminan.  
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B.  Saran 
Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sebaiknya lebih memperluas 
kantor gadainya supaya lebih dapat meningkatkan kinerja dari pihak 
pegadaian. Selain itu juga dapat meningkatkan penyimpanan dari barang 
jaminan sehingga dapat menampung berbagai dari barang jaminan yang 
diserahkan oleh rahin. 
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal praktek 
muamalah yang sesuai dengan Syariah Islam. Dengan SDM yang memiliki 
pengetahuan yang cukup dan berkompeten dapat meningkatkan kinerja dan 
daya saing dengan lembaga keuangan Syariah lainnya. 
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